TOPIK 1:

OPTIMALISASI ADAT NAN BABUHUA MATI DI SUMATERA BARAT

Dalam upaya mengejawantahkan secara optimal konsep hukum formal nasional yang menghargai kearifan lokal dalam rangka lebih memberdayakan hukum adat (adat nan babuhua mati) di ranah bundo
SEKAPUR SIRIH
Adat nan babuhua mati (adat nan sabana adat beserta adat nan diadatkan) adalah faktor pemersatu dan kebersamaan antar warga masyarakat (cucu kemenakan) di wilayah Minangkabau. Adat nan babuhua mati inilah sesungguhnya alasan sahih kita mendeklarasikan bahwa orang Minangkabau ini seadat. Berikutnya, sebagai konsekuensi sejarah, Provinsi Sumatera Barat yang seluruh wilayahnya kecuali kepulauan Mentawai dilingkupi oleh wilayah adat Minangkabau sebagaimana dinukilkan oleh tambo dan ranji, jelas-jelas membawa amanah rakyat sekaligus berkewajiban secara moral untuk melestarikan adat nan babuhua mati tersebut.
Seiring dengan itu, kata “harmoni” adalah kata kunci dalam konteks pengejawantahan tungku tigo sajarangan tali tigo sapilin, yaitu harmoni antara unsur adat, unsur agama dan unsur pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Artinya, masing-masing unsur akan saling memelihara antar satu unsur terhadap unsur lainnya. Dalam hubungan ini, harmoni yang tercipta pada konsep tungku tigo sajarangan tali tigo sapilin, pada gilirannya tidak hanya meningkatkan laju (rate) kesejahteraan rakyat, tetapi juga akan menghilangkan kecemasan bahwa adat Minangkabau tergerus yang pada akhirnya bisa melenyapkan nilai-nilai adat dalam keseharian masyarakat Sumatera Barat.
Adat nan babuhua mati yang dikhususkan pada konteks adat nan sabana adat, pada awalnya berupa raso jo pareso telah mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga hari ini menjadi kulimah Tiada Tuhan Kecuali Allah. Sejarah membuktikan bahwa poin ini sudah diterima secara utuh oleh seluruh pemangku adat di ranah bundo dan tidak dipertanyakan lagi. Pada kesempatan ini, kiranya yang perlu kita diskusikan adalah adat nan babuhua mati yang dalam hal ini, poin-poin apa saja dalam konteks adat nan diadatkan yang mendesak dioptimalkan untuk meningkatkan laju kesejahteraan rakyat banyak.
Beberapa poin yang berada dalam cakupan adat nan diadatkan diusulkan untuk bisa segera didiskusikan untuk disimpulkan antara lain: 
1)  Konteks praktis menyangkut suatu pengakuan formal dari pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat tentang struktur hubungan kekerabatan basuku, bamamak, bakamanakan, bakampuang, bakorong, banagari, babintalak, batapian, dan istilah lainnya sebagai ekspresi dari wilayah tertentu yang merupakan wilayah adat Minangkabau, 
2)  Konteks mengenai suatu upaya praktis pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi di Sumatera Barat menyusun struktur pemerintahan yang saling mendukung dengan struktur pemerintahan yang sudah terbentuk sejak masa kerajaan Minangkabau menurut adat yang diadatkan,
3)  Konteks praktis mengenai tekad politik dari pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi di Sumatera Barat memprioritaskan pemberlakuan hukum adat pada daerah yang relevan, sehingga tidak hanya untuk tujuan meminimalisir konflik perdata tetapi juga mempercepat laju kesejahteraan masyarakat,
4)  Konteks praktis mengenai tekad politik secara nasional yang mana negara secara konsisten menghargai dan mendukung setiap nilai-nilai kearifan lokal.

Sehubungan dengan itu, barangkali diskusi akan mengarah pada landasan logis dan diterima oleh berbagai pihak sehingga;
1. Tersusunnya suatu Perda yang berlaku sepanjang masa, menyatakan bahwa seluruh wilayah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Sumatera Barat selain kepulauan Mentawai adalah wilayah adat Minangkabau.
2. Tersusunnya suatu Perda yang berlaku sepanjang masa di Sumatera Barat, menyatakan bahwa struktur pemerintahan di setiap Kecamatan wilayah Minangkabau adalah Nagari dan Jorong. Tata cara pemilihan dan kriteria personal masing-masing wali nagari dan kepala jorong diserahkan kepada masyarakat bersangkutan.
3. Tersusunnya suatu Perda yang berlaku sepanjang masa di Sumatera Barat, menyatakan bahwa hukum formal nasional tentang regulasi perdata akan diberlakukan di wilayah Minangkabau jika telah dinyatakan oleh lembaga adat bersangkutan sebagai perdata yang tidak diatur oleh hukum adat.
4. Tersusunnya suatu Perda yang berlaku sepanjang masa di Sumatera Barat, mengatur bahwa setiap keputusan adat Minangkabau dicatat sebagai suatu keputusan yang diakui dan didukung oleh negara.
Catatan:  
*Kita menampung dengan segala senang hati seluruh ide yang masuk untuk didiskusikan, sesederhana apapun bentuknya. Kok kurang laweh tapak tangan, nyiru kito tampuangkan.
*Seiring dengan itu, kita akan sangat senang dan bangga jika setiap poin ide yang masuk dilengkapi dengan elaborasi yang memadai, dan lebih senang lagi jika pakai analisis SWOT.
